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KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: 01 TAHUN2011

TENTANG:

n

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

P\MPm4A D0NAM RAKYAT DAERAH KABUPATER TASUQMALAYA

Membaca

Menlmbang

Mengingat

Surat BupatI Tasikmalaya Nomor. 903 /57/DPPKAD tanggal
12 Januari 2011 perihal Permohonan Penetapan APBD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2011.

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011i dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 telah dievaluasi Gubemur Jawa Barat,
dan telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf "a", di atas perlu menetapkan
Keputu^n Pimpinan Dewan Penvakilan Rakyat
Daerah Kabupaten tasikmalaya tentang
Penyempumaan Hasil Evaluasi Gubemur Jawa Barat
tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah l^bupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana teiah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majells Permusyawaratan Rakyat, Dewan Penvakllan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakllan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

_  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
^  2010 tentang Pedoman Penyusun Anggaran

Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran
2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Taslkmalaya Nomor 11
Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik
Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten
Taslkmalaya;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Taslkmalaya Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Taslkmalaya;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Taslkmalaya Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Taslkmalaya;

14. Peraturan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah
Kabupaten Taslkmalaya Nomor 01 Tahun 2009
tentang Tata Tertib Dewan Perwakllan Rakyat Daerah
Kabapatan Tasrfomaltaya.

Memperhatlkan 1. Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor: 903/Kep.92 -
Keu/2011 tanggal 10 Januarl 2010 tentang EvaluasI
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Taslkmalaya
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan
BupatI Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

2. Hasll Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Taslkmalaya terhadap EvaluasI Gubemur Jawa Barat
Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Taslkmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan
Peraturan BupatI Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Menyetujui Penyempumaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa
Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan
BupaA'i TwAafig Ariggatar. P'esT'rtiafpat.'ari tian
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. sebagaimana dalam
Lampiran Keputusan ini

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

r>
ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Januari 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

Wakil Ketua,

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

l/K
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Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 01 Tahun2011

Tanggal : 13Januari2011
Tentang : Penyempumaan Hasil Evaluasi Gubemur Jawa Barat

Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011, dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

I. PENDAPATAN DAERAH

t. a. Oa/am penganggarar Ftenu'dpaftarr Asir Oaetatr bafk dad Pa^ak, Retritcisf
dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah kami selalu memperhitungkannya
secara cermat, terukur, rasional, dengan mempertimbangkan kondisi
perekonomian yang tetjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perklraan
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 dan reallsasi peneiimaan PAD
tahun 2010 serta memlllkl kepastlan dasar hukum penerimaannya
berupa Peraturan Daerah.

b. Penganggaran Dana Perimbangan yang bersumber daii Dana AlokasI
Umum (DAU) dan Dana AlokasI Khusus (DAK) didasarkan pada pagu
sementara yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan, sedangkan
alokasi Dana Bag! Hasil (DBH) dianggarkan leblh rendah darl pagu pada
Peraturan IVfenfen Keuangan Tahun 20t0. hal mi unfuk menganh'sipasi
tjdak stabllnya ha^a minyak dan gas atau hasil pertambangan lainnya
pada tahun 2011. Apabila temyata alokasi DBH tidak sesuai dengan
yang diperkirakan akan dilakukan perubahan pada dalam APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2011.

0. Penganggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah temtama pendapatan
bagi hasil propinsi pada Tahun Anggaran 2011 menggunakan pagu
Tahun Anggaran 2010. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010.

2. Rincian target pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Propinsi dalam RAPBD
adalah *.

Uralan RAPBD Hasil Evaluasi Tambah/Kurang

PKB 6.114.105.000 7.202.250.000 1.088.145.000

BBNKB 6.47T.T65.000 6.897.864.000 420.099.000

PBBKB 14.488.355.000 14.793.373.000 305.018.000

PAJAK 78.093.810 80.825.000 (17.488.810)
APER

JUMLAH 27.158.318.610 28.954.112.000 1.795.793.390

Untuk tambahan target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak
daerah tersebut, akan disesuaikan dalam APBD 2011.
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3. Dalam upaya mengantisipasi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan
terhitung tanggal 1 Januari 2014 serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) yang berlaku efektif 1 Januari 2011 meniadi Pajak
Daerah secara bertahap dilakukan langkah-langkah persiapan antara lain
penyiapan sarana dan prasarana, penlngkatan kapasitas sumber daya
manusia melalui petatlhan balk yang dilaksanakan oleh Kementrian
Keuangan, Pemerintah Provlnsi maupun plhak konsultan. Disamping Itu
puia Pemerintah Kabupaten akan mengadakan pelatlhan teknis BPHTB
untuk aparat Kecamatan. Berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetrlbusI Daerah
Pemerintah Kabupaten Taslkmalaya telah menlndaklanjutlnya melalui
dukungan program dan keglatan terkalt dengan penyusunan Peraturan
Daerah tentang Pajak dan RetrlbusI Daerah, Pada tahun 2010, telah
dilaksanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Peraturan Daerah tentang RetrlbusI Jasa Umum, dan untuk tahun 2011
direncanakan akan disusun Peraturan Daerah tentang RetrlbusI Jasa
Usaha dan Peraturan Daerah tentang RetrlbusI Ijin Tertentu

4. Apablla terdapat anggaran Bantuan Keuangan Provlnsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2011 yang dialokaslkan untuk Kabupaten Taslkmalaya setelah

^  Peraturan Daerah Kabupaten Taslkmalaya tentang APBD Tahun Anggaran
2011 ditetapkan maka dalarn proses penganggaran dan pelaksanaannya
akan berpedoman pada Peraturan Menterl Dalam Negeii Nomor 37 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011.

5. Pada Rancangan APBD Kabupaten Taslkmalaya Tahun 2011 telah
dianggarkan kemball Bantuan Keuangan dari Provlnsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2010 yang telah dltransfer ke Kas Daerah Kabupaten
Taslkmalaya namun belum tereallsasi pada tahun 2010.

11. BELANJA DAERAH

1. a. Pemerintah Daerah senantlasa mengupayakan penganggaran belanja
tvdak langsung dan belanja langsung le^b proporevonal dan dimasa
yang akan datang dlharapkan raslonya leblh mencermlnkan APBD
sebagal Instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang
berkeadllan. Namun pertu disampaikan bahwa pagu belanja tidak

^  langsung dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Taslkmalaya Tahun Anggaran 2011 yang
pengalokaslannya sebesar Rp. 958.953.989.213,82 atau hampir sekltar
78,83% dari total belanja daerah adalah untuk memblayal belanja gajl
tenaga kependldlkan sebesar Rp. 546.245.679.000,00 atau sekltar 56%.
Sementara Itu ratio pagu belanja tIdak langsung belanja gajl dan
tunjangan tenaga kependldlkan terhadap jumlah total belanja daerah
adalah sebesar 44%. Dalam belanja tIdak langsung juga terdapat
alokasi belanja yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti,
belanja hibah dan bantuan soslal kepada masyarakat.

b. Pemberlan bantuan soslal dl Kabupaten Taslkmalaya selalu didasarkan
pada kriteria yang jelas dengan memperhatlkan asas keadllan,
transparansi dan memprioritaskan kepentlngan masyarakat luas.
Mekanlsme Pemberlan Bantuan Soslal telah diatur dengan Peraturan
BupatI Nomor 1 Tahun 2010, dan untuk kedepan akan dilakukan
penyempumaan Peraturan BupatI terkalt dengan mekanlsme
pemberlan bantuan soslal.

0. Dalam rangka menjamin transparansi anggaran, belanja subsldl, hIbah,
bantuan soslal dan bantuan keuangan akan diuralkan leblh rinci
kelompok masyarakat/lembaga penerima dan dituangkan dalam DPA -
PPKD.
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d. Dalam Penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2011 Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan anggaran untuk Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 35.785.310.000.00.

e. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan anggaran untuk
honorarium Non PNSD yang disediakan bagi Pegawai Tidak Tetap
(PIT) yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang
terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-
masing SKPD, termasuk narasumberAenaga ahli dari luar instansi
pelaksana kegiatan.

2. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan berupaya besaran pendanaan
pendidikan, dapat terealisasi secara berkesinambungan dan terns
mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga apa yang diamanatkan
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan dapat terwujud.

3. DPRD dan Pemerintah Daerah sependapat pengalokaslan untuk urusan
kesehatan, urusan ekonomi dan bidang infrastryktur periy adanya
peningkatan sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM).

4. Untuk Penganggaran Belanja Biaya Pemungutan Pajak Daerah,
nomenklatur dan kode rekeningnya akan diganti menjadi obyek belanja
insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah
dan dalam realisasinya akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5. Penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakjl Kepala
Daerah, serta dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan
keuangan daerah.

6. Untuk efisiensi dan proporsi penganggaran studi banding yang ada di
O  Sekretetrfaf DPRD, akan cfrpertfrrrbangkarr kambaH sesaai cfengan

kebutuhan rill serta prioritas program/kegiatan organisasi perangkat daerah
yang bersangkutan.

7. Penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal dalam kegiatan
akan diperbaiki sehingga benar benar terkait langsung dengan urusan
pemerintahan daerah atau yang terdapat pada setiap SKPD sesuai dengan
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006.

^  8. Penyediaan kredit anggaran belanja Peijalanan Dinas pada pos belanja
langsung Inspektorat merupakan upaya dalam rangka peningkatan kinetja
dan pengawasan yang lebih optimal sesuai dengan target yang diharapkan,
namun demikian proporsinya akan ditinjau dan diformulasikan kembali
sehingga lebih mengedepankan azas efisiensi.

9. Pemerintah Daerah telah menganggarkan Program Pemantauan dan
Kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan Daerah untuk
Kecamatan, sebagai upaya meningkatkan peran dan kinerja kecamatan
sesuai dengan kewenangan dan fupoksinya. dan ke depan jumfah afokasi
anggarannya akan kami upayakan untuk terus ditingkatkan.
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10.Pengaiokasian anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yang
ada pada SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah
adalah anggaran yang muncul karena adanya peijanjian ketjasama antara
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah dengan pihak ketiga
serta diperuntukkan untuk pengembangan pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan pada SKPD Sekretariat
Daerah adalah penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan
Sumber Daya Manusia Aparatur pada yang bersifat insidentil pada SKPD
yang bersangkutan (Sekretariat Daerah). Namun akan dikoteksi dan
diperbaiki apablla ternyata terdapat duplikasi dalam penganggaran
pengembangan sumber daya manusia aparatur pada kedua SKPD teieebut.

11.Koreksi pencantuman nama program, judul kegiatan maupun kode rekening
akan diiakukan penyesuaian dan mengaou pada peraturan perundang^
undangan yang berlaku.

III. PEMBIAYAAN DAERAH

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)
sementara yang diperkirakan untuk menutup defisit merupakan angka
estimasi/prediksi. Sedangkan untuk besaran anggka definitif akan mengacu
pada Laporan Keuangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2010
dan akan di akomodir dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.

IV. LAIN-LAIN

1. Untuk pengisian kolom penjelasan Lampiran III Raperda tentang APBD
serta Lampiran 11 Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
akan disempumakan kembali untuk menjamin transparansi pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah, serta memenuhi ketentuan Pasal 102 ayat
(2) huruf 0 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Npmor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pada Satuan Keija Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yakni Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) akan
ditambahkan fungsi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Orgar\isasi Perangkat Daerah.

3. Untuk nomenklatur kegiatan. obyek maupun rincian obyek terkait Belanja
Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan akan kami
formulasikan/koreksi kembali sehingga memberikan informasi yang jelas
terhadap rincian objek maupun rincian objek belanja dimaksud.

4. a. Judul Kegiatan dengan nomenklatur "operasional..' akan dikoreksi dan
disesuaikan sehingga memenuhi prinsip anggaran kineija.

b. Bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2011 dijelaskan bahwa "penganggaran belanja
ba/stng modsf yang akan dfsa/ahkan kap^ pkfak katigs^masyafakat
pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan
jasa". Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut,
penganggaran/pemberian hibah berupa barang dapat diiakukan oleh
SKPD dan dianggarkan dalam program/kegiatan.
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5. Dasar hukum "Mengingat" akan diperbaiki sesuat dengan hasil koreksi yang
tercantum dalam keputusan Qubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.92-
keu/2011 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Tasikmaiaya tentang
RAPED Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati
Tasikmaiaya Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011.

Berkenaan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut di atas, hal
urgensi yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, yaknl ;

1. Bupati Tasikmaiaya bersama DPRD Kabupaten Tasikmaiaya supaya segera
melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap Raperda Kabupaten
Tasikmaiaya tentang APBD Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan
Bupati Tasikmaiaya tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tasikmaiaya tahun
anggaran 2011, berdasarkan hasil evaluasi Gubemur Jawa Barat Nomor :
903/Kep.92-Keu/2011, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum
KEDUA, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditehmanya keputusan ini.

2. Dalam hal Bupati Tasikmaiaya dan DPRD Kabupaten Tasikmaiaya tidak
menindaklanjuti hasil eviuasi dan tetap menetapkan Raperda Kabupaten
Tasikmaiaya tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan
Bupati Tasikmaiaya tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 menjadi
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, akan diiakukan pembatalan oleh
Gubernur.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Wakil Ketua,

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA H MAT
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